KEPALA DESA KEMBARAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KEMBARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KEMBARAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunanan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025
tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan
Dana Desa tahun 2026;

bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1-3 Peraturan Menteri
Desa dan Pembangunanan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk
operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun
2026;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan b, Kepala desa perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan
Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
(BLT Desa) Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republuk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun



10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman



12.

13.

14.

15.
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Umum  Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3,
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang  Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
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Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2025 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor
73);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor
39);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada
pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2024 Nomor 42);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025
Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor
56);

Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);

Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan



Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Kembaran Tahun 2016 Nomor 2);

31. Peraturan Desa Kembaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
Kembaran (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor
6);

32. Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Kembaran
Tahun 2024 Nomor 3);

33. Peraturan Desa Kembaran Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran
Desa Kembaran Tahun 2025 Nomor 8).

34. Peraturan Desa Kembaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa
Kembaran Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMBARAN TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Desa adalah Desa Kembaran.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

S. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut RPJM Desa Perubahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa



untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun paska revisi undang-undang 6 tahun
2014 tentang Desa.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang
bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

(1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk
mendukung:

a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk
Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat
dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;

. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga
ekonomi Desa lainnya;

e. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;

f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat
Karya Tunai Desa;

g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau

h. Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi
dan keunggulan Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa
paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi
Desa Merah Putih setiap Desa.

00

Pasal 3

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan
Langsung Tunai Desa.

(2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per
keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(4) Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan PenggunaanDana Desa untuk
Bantuan Langsung Tunai Desa untuk keluarga manfaat sesuai dengan pasal
2 huruf a menggunakan meknaisme sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama
dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin



d.

ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui

pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai

dengan Data Pemerintah sebagai acuan.

Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa

bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan

data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kepala Desa dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung

Tunai Desa berdasarkan kriteria:

1) Kehilangan mata pencaharian;

2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun,
sakit kronis, dan/atau penyandan disabilitas;

3) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

4) Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia;
dan/atauperempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam

Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga
penerima manfaat melalui mekanisme:

a.

2)

Proses Pendataan

1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil
penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan,
kesehatan, dan disabilitas;

2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan
miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan
unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan
lokal desa; dan

3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat
rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun
tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian
melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses
verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal
yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk
diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung
Tunai Desa dan

b. Melakukan verifikasi status kependudukan calon
keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa berdasarkan data administrasi kependudukan
yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten /kota.

Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk
kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat
keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan
tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk
mendapatkan layanan  administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1)

Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa
untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan
mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait



(1)

untuk membantu validasi data calon keluarga penerima
manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga
penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:

a) Nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon
keluarga penerima manfaat;

b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan;

c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan

d) Kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau
tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala
Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang
baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan,;

2) Pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa
menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan
daftar keluarga penerima manfaat yang baru;

3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima
manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang
Memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil
Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan
dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;

4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa; dan

5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan
keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota
melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran

Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat

dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai

Pasal 4

Fokus penggunaan Dana Desa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf dilaksanakan secara
swakelola dan/atau kerjasama sesuai denga ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengena pedoman umumpembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat(l)diutamakan menggunakan pola
Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa
Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan
kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasal 6



(1)
(2)

(5)

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana
Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 7

Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan sesuai kewenangan Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa.

Selain penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa
Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e,fokus
Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
Penyusunan RKP Desa.

Penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kembaran.

Diundangkan di
e Pada tanggal :
% SEKR« SA KEMBARAN,

Ditetapkan di : Kembaran

ada tanggal : 12 Januari 2026
eN WON =
WA DESA KEMBARAN
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G HERMAWAN

Kembaran
13 Januari 2026







